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ABSTRAK 

Denita Sari, NIM 19070006 Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama 

(Studi Analisis Pandang Hakim Pengadilam Agama Panyabungan). Program 

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Syariah dan, Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 1447 H/2025 M. Pembahasan dalam 

skripsi ini mengkaji bagaimana Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama, 

adapun Analisis Pandang Hakim Pengadilam Agama Panyabungan, di mana 

hukum budaya masyarakat, hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan 

perceraian di luar Pengadilan Agama Panyabungan menurut pandangan hakim 

yang ada di Panyabungan Mandailing Natal tentang talak diluar pengadilan adalah 

menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang 

dikeluarkan oleh Pangadilan Agama. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, 

menurut sumber yang diperoleh tidak diakui oleh negara serta tidak memiliki 

kekuatan hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penulis menggunakan metode field 

research (penelitian lapangan), yang mengandalkan data dan informasi yang 

bersumber langsung dari kenyataan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggali sentimen, perspektif, dan keinginan hakim dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keraguan 

masyarakat dalam pemberlakuan hukum yang seharusnya. Fokus penelitian ini 

adalah untuk menilai keabsahan talak yang diucapkan di luar pengadilan. 

Keterangan dan data yang diperoleh berasal dari pandangan dan ijtihad Hakim 

Pengadilan Agama Panyabungan mengenai status talak yang dilakukan di luar 

Pengadilan Agama. Hasil temuan yang didapankan dalam penelitian ini ialah 

bahwa pelaksanaan perceraian diluar Pengadilan Agama oleh masyarakat, 

menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama panyabungan dalam 

mengambil keputusan berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan, dengan memperhatikan pertimbangan maslahat serta 

dampak negatif dari perceraian. 

  

Kata Kunci : Keapsahan Talak di Luar Pengadilan, Pandangan Hakim, 

Pengadilan Agama Panyabungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu langkah awal terbentuknya sebuah 

keluarga. Banyak ayat al-qur‟an yang membahas tentang persoalan yang berkaitan 

dengan pernikahan, al-qur‟an memberikan keterangan bahwa pernikahan itu 

merupakan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, firman Allah SWT  

dalam surah ar-Rum ayat 21:
1
 

                                           

                     

 

Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.  

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menjadikan laki-laki 

berpasangan dan menikah dengan wanita atau dari jenisnya sendiri yaitu sama- 

sama manusia. Allah swt memerintahkan hambanya untuk menikah karena hal 

tersebut merupakan sebuah ibadah yang banyak memiliki manfaat dan hikmah. 

Dan salah satu hikmah dari menikah adalah untuk menjaga diri dan menjauhkan 

kita dari dosa. Ayat ini juga menerangkan bahwa pernikahan dapat 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, (Edisi Tahun 2002, Al- Huda, 

Jakarta, 2005), hlm:. 278 



 

 

2 

 

 
 

menghadirkan sakinah mawaddah warohmah. Sakinah memiliki arti 

kedamaian, ketenangan atau ketentraman, mawaddah memiliki arti 

cinta,sedangkan rahmah artinya kasih sayang.  

Perkawinan didalam islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa”.  

Dari defenisi diatas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu 

pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui akad yang 

membolehkan berhubungan  seorang laki dengan perempuan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan ajaran islam. 

Oleh karna itu jika ikatan pernikahan itu merupakan sebuah ibadah . tidak 

sepatutnya dirusak atau disepelekan. Setiap usaha yang menyepelekan suatu 

hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci Allah SWT, karena 

ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan sebuah rumah 

tangga.
1
Membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah atau 

keluarga yang kokoh bukanlah hal yang mudah untuk dilalui, seorang yang ingin 

menjadi suami dan istri harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tentang 

nilai, norma dan moral yang benar . Seorang suami dan istri harus siap dengan 

kemungkinan yang akan dihadapi berupa tantangan dan rintingan yang 

menyebabkan keretakan dalam sebuah hubungan pernikahan. Untuk bisa 

                                                           
1Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat II, et 1 cet 5 (Bandung: Pustaka Setia,2016) 

hlm: 61 
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membina rumah tangga yang penuh mawaddah wa rahmah yaitu sebuah kondisi 

keluarga yang sangat ideal  yang terbentuk berdasarkan al-quran dan sunnah untuk 

mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat. 

 Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, pasangan suami istri selain 

memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang 

benar. Harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi segala permasalah  

dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami 

istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan 

mereka menyerah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan 

sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang 

bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak,  hubungan kasih 

sayang semakin tidak harmonis, akhirnya timbullah pertengkaran yang hebat dan 

ahirnya rumah tangga mereka bubar. Keharmonisan  dan kedamaian rumah tangga 

yang didambakan berubah menjadi permasalahn dan pertengkaran, rumah tangga 

bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.
2
 

Perceraian merupakan jalan ahir yang harus dilalui dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dalam sebuah 

rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa di perbaiki, bahkan jika dibiarkan 

begitu saja dikhawatirkan bisa menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah 

pihak.
3
Islam memang tidak melarang perceraian tetapi bukan berarti Islam  

membuka peluang besar untuk melakukan  perceraian. Ada batasan–batasan 

                                                           
2Hilman Hadikuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), 

hlm: 169   
3Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang –Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 1998),hlm: 104 
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dibolehkannya terjadi perceraian, setiap perceraian harus didasarkan atas alasan 

yang kuat dan merupakan jalan terahir yang dilalui oleh suami istri setelah tidak 

ada hasil dari usaha-usaha lain yang tidak mampu mengembalikan keutuhan 

kehidupan rumah tangga yang harmonis. 

Dalam kehidupan bernegara juga masalah perceraian mendapatkan 

perhatian yang khusus oleh pemerintah . Perceraian diatur sedemikian rupa dalam 

suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanannya yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut berlaku pada seluruh 

rakyat Indonesia.  

Bagi ummat Islam yang ada di Indonesia  ada peraturan khusus yang 

mengatur permasalahan- permasalahan tertentu, termasuk di dalam peraturan yang  

mengatur tentang perceraian, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo 

Undang-Undang No .3 Tahun 2006  tentang Peradilan Agama. Dengan adanya 

undang-undang peradilan tersebut ummat Islam tidak sepenuhnya berpedoman 

kepada undang-undang perkawinan dan peraruran pelaksanannya tapi juga 

didukung dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 Pasal 39 undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan :
4
 

Ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan  

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

                                                           
4Abdurrohman, Himpunan Peraturan Perundang – undangan Tentang Perkawinan, 

(Jakarta; Akademi Persindo CV,1986), hlm: 74 
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Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada dan cukup alasan, bahwa antara 

suami istri tidak akan dapat hidup rukun  sebagai suami istri lagi. 

 Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : 

            “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan 

agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”. 

Dari penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus 

dilakukan didepan persidangan pengadilan dengan mengemukakan beberapa 

alasan dilakukan perceraian. Dalam masarakat banyak timbul pendapat- pendapat 

tentang perceraian, bahwa apabila suami sudah mengucapkan kata- kata “Talak” 

kepada seorang istri maka jatuhlah talak itu. Apalagi banyak sekali  suami 

mengucapka talak dalam keadaan emosi disebabkan  keadan ekonomi dalam 

rumah tangganya. 

Zaman sekarang kebutuhan semakin meningkat pekerjaan susah untuk 

didapatkan ,sementara bahan-bahan pokok makin naik harganya. Rumah tangga 

yang dulunya sangat harmonis, bisa menyebabkan pertengkaran yang hebat 

disebbakan karna keadaan ekonomi yang demikian, ahirnya dalam keadan emosi 

terucaplah kata- kata talak dalam waktu tersebut.
5
 

Pada dasarnya, talak merupakan wewenang suami kepada istrinya. Dalam 

kitab fiqih dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974  tentang perkawinan, 

disebutkan juga perceraian bisa terjadi dengan segala permasalahan- 

permasalahan yang menyebabkan berahirnya hubungan perkawinan antara suami 

                                                           
5 Ibid, hlm: 76 
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istri, baik ia talak yang dijatuhka suami kepada istri ataupun cerai gugat yang 

diajukan istri kepada suami. Ada ketentuan untuk bisa melakukan perceraian yaitu 

dengan beberapa alasan dan bukti yang cukup ataupun bukti yang akurat. 

Perceraian itu disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Jo. PP No.9 Tahun 1975 Jo. No. 7 Tahun 1989 Jo. Impres No. 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus terjadi di depan 

persidangan pengadilan.
6
 Jadi dengan kata lain, percerain yang sah menurut 

prosedur hukum yang berlaku di Indonesia  ialah harus dilakukan didepan 

persidangan di pengadilan.  

Perceraian yang dilakukan diluar persidangan pangadilan dianggap  tidak 

sah. Jadi untuk lebih memahami segala permasalahan terhadap perceraian yang 

dilakukan diluar persidangan pengadilan atau diluar prosedur Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawian dan harus paham juga tentang penjelasan 

masalah perceraian dalam Undang-Undang tersebut dan juga  Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama. Karna kedua badan tersebut memiliki peran penting demi 

tercapainya suatu keteraturan dalam masarakat supaya terwujud ke tentraman. 

Dengan kaitan hal tersebut penyusun berniat untuk membahas dan mengambil 

pendapat hakim pengadilan agama Panyabungan, karna banyak masarakat 

panyabungan yang belum paham tentang  sahnya talak harus di depan persidangan 

pengadilan.  

                                                           
6Wancik Saleh, Hukum Perkawinan Indinesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm: 37  
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Berdasarkan latar belakang diatas , maka penyusun berniat membahas 

dalam bentuk skripsi dengan judul:”Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Agama 

(Studi Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan).”        

B. Fokus Penelitian dan Pengartian Istilah 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 

yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 

mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian 

ini dilaksanakan di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal, melalui wawancara secara langsung dengan Hakim yang ada di 

Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tentag penelitian 

yang akan diteliti serta mengambil data–data lainnya yang dianggap perlu. 

2. Pengertian Istilah 

a) Keabsahan Menurut kamus besar bahasa indonesia ( KBBI) keabsahan 

adalah sifat yang sah atau dalam arti lain keabsahan adalah kesahan . 

Contoh : Beberapa tahun kemudian, orang meragukan keabsahan surat 

itu.
7
 

b) Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

c) Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. 

 

                                                           
7“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, di akses pada tanggal 29 Mei 2024 

https://jagokata.com  
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan diatas, mempunyai identifikasi masalah 

dan batasan secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan 

kronologi permasalahan yang dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Hakim terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan 

Agama Panyabungan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum fiqih dan hukum positif terhadap keabsahan 

talak di luar Pengadilan Agama tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan 

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum fiqih dan hukum positif terhadap 

keabsahan talak diluar Pengadilan Agama. 

E. Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu 

menjadi dasar pengetahuan sebagai pedoman bagi pelaksananya secara teoritis. 

Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan 

pengetahuan, serta memperkaya hazanah keilmuan serta informasi  untuk 

memperluas wawasan  dan juga dapat menambah pengetahuan dikalangan 
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masyarakat terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama studi analisis 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberika masukan dan pengetahuan kepada masarakat terkait 

keabsahan talak diluar Pengadilan Agama.  

b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang 

memerlukan wawasan ilmu terkait menngenai keabsahan talak diluar 

Pengadilan Agama studi analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan . 

c. Dapat memberikan informasi mengenai perspektif hukum fiqih dan hukum 

positif terhadap keabsahan talak diluar Pengadilan Agama Panyabungan. 

3. Manfaat Akademisi 

Penelitian ini mampu menjadi sarana konstribusi dalam memperkaya 

referensi bahan penelitian serta menjadi bahan bacaan yang berguna bagi fakultas 

syariah STAIN Madina hususnya prodi Hukum Keluarga Islam. 

F. Kajian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang membahas 

kajian terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan” di tulis oleh 

Chairul Muchlisin. Chairul menjelaskan bahwasannya pandangan hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status talak yang di jatuhkan di 

luar pengadilan tidak lah sah, karena tidak mempunyai legalitas yang 
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dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
8
 Dalam penelitian ini yang akan di 

uraikan oleh peneliti adalah tentang proses pelaksanaan perceraian di luar 

Pengadilan Agama oleh masyarakat Desa Batang Malas, serta terkait 

jaminan nafkah anak setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan 

Agama, respon Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terhadap 

perceraian yang terjadi di luar Pngadilan Agama serta tempat objek 

penelitian yang berbeda yang merupakan sebagai pembeda dari 

pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan juga hasil penelitian ini akan di 

analisis menggunakan teori yang telah tercantum dalam skripsi ini. Selain 

itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa jarak antara Desa Batang Malas 

dan lokasi pengadilan hanya berkisar 22 Km atau sekitar 15-30 menit 

yang terbilang dekat dengan Pengadilan Agama. Maka peneliti berniat 

untuk menelaah lebih dalam terhadap perceraian yang dilakukan di luar 

pengadilan oleh masyarakat Desa Batang Malas dengan jarak yang 

terbilang dekat. 

2. Skripsi yang di tulis oleh Munandar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di 

Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” penulis menyimpulkan 

bahwasannya dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum 

yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam status perceraian yang dilakukan 

masyarakat kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar Pengadilan 

                                                           
8
Chairul Muchlisin, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status 

Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan”, ( Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaka, 

2016)  
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Agama, ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga di anggap tidak 

sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian 

masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar 

Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan 

ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 113 dan Pasal 

142.
9
 

3. Hasyim Fahmu pada tahun 2017 Skripsi, “Keabsahan Talak Dalam Hukum 

Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma).
10

 Di dalam skripsi tersebut 

membahas seputar hukum talak berdasarkan perspektif hukum positif dan 

fikih munakahat. Di mana hasil penelitian tersebut menghasilkan atau 

mengemukakan terkait ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 

apakah talak dapat jatuh dan sah hanya berdasarkan ucapan belaka (ṣighot 

di luar pengadilan) atau diharuskan melalui pengadilan setempat untuk 

kemudian disahkan melalui pertimbangan majelis hakim. 

4. Abdurrahman, pada tahun 2019 melalui tesisnya dengan judul “Kepastian 

Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi 

Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan”,
11

tujuan utama 

dalam penelitian tersebut adalah melakukan studi komparatif terhadap 

aturan hukum Islam (dalam hal ini KHI) dengan peraturan-peraturan yang 

                                                           
9
Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada 

Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.”,(Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Alauddin Makasar 2017) 
10Hasyim Fahmu, “Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konlik 

Norma)”,  (Malang: Universitas Brawijaya, 2017) 
11Abdurrahman, “Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis 

Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 

2019) 
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ada di dalam hukum positif. Adapun metode penelitian yang digunakan 

adalah mix methode, di mana pendekatan normatif merupakan pokok 

penelitian sedangkan pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode 

dalam melakukan analisis. Sedangkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

masih memunculkan ambiguitas keabsahan hukum talak dari sudut 

pandang hukum Islam, termasuk apa yang diberlakukan di dalam KHI. 

Sehingga penjatuhan sanksi hukuman terhadap pelaku talak di luar 

pengadilan tidak dapat dibenarkan, hanya saja status perceraian mereka 

tidak memiliki kekuatan hukum. 

G. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif  sehingga sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar 

belakang masalah, fokus penelitian dan pengertian istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori 

yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat yaitu keabsahan talak diluar Pengadilan Agama studi 

analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan .  Meliputi landasan 

teori yaitu  pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak dan macam 

- macam talak. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsinya. Meliputi jenis 
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penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data,teknik analisis data, 

teknik pengecekan keabsahan data. 

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu 

pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai Keabsahan Talak Diluar 

Pengadilan Agama Study Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan. 

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil 

penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


